
 

 

 

 
 

BUPATI SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 30 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERUYAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu dilakukan 

penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Seruyan; 
 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Seruyan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya 
Umum Tahun Anggaran 2017; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang 
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4268); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494);  
 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor  19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4816); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 
 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 7  Tahun 2006 tentang 

Standarisasi  Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah; 
 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2017; 
 

  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2017; 
 

  19. 
 
 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG STANDAR 

BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017. 
   

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
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1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 
 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut asas Otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan. 
 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati. 
 

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan. 
 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Seruyan. 

 

9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan 
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik 
berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar 
Biaya Keluaran. 

 

10. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya 
berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang 

digunakan untuk menyusun biaya komponen 
masukan kegiatan. 

 

11. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran 

kegiatan yang merupakan akumulasi biaya 
komponen masukan kegiatan. 

 

12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang 
ditentukan pada waktu tertentu untuk 
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

 

13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada 
waktu tertentu untuk penghitungan biaya 

komponen masukan kegiatan. 
 



5 

 

 

14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang 
merupakan gabungan beberapa barang/jasa 
masukan untuk penghitungan biaya komponen 

masukan kegiatan. 
 

15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang 

merupakan gabungan biaya komponen masukan 
kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. 

 

16. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari 
satuan keluaran tertentu yang merupakan 
akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. 

 
Pasal 2 

 

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 adalah: 
a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 

b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. 
 

   

BAB II 
STANDAR BIAYA MASUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
Pasal 3 

 

(1) Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah 
Daerah untuk menyusun biaya komponen 
masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Pemerintah Daerah berbasis kinerja 
Tahun Anggaran 2017. 
 

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dapat 
berfungsi sebagai batas tertinggi. 

 

(3) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

   
BAB III 

STANDAR BIAYA KELUARAN  

TAHUN ANGGARAN 2017  
   

Pasal 4  
 

(1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
berfungsi untuk menghitung biaya keluaran 
kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Pemerintah Daerah berbasis kinerja Tahun 
Anggaran 2017. 
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(2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan 

keluarannya jelas dan terukur. 
 

(3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 
dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total 
Biaya Keluaran. 

 
(4) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

 
(5) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar 
Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dapat 
berfungsi sebagai referensi: 

a.     Penyusunan prakiraan maju; dan/atau 
b.     Bahan penghitungan pagu indikatif 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. 
 

   

Pasal 5 
 
(1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk 

menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun 
Anggaran 2017 tidak tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan satuan 
biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh 

pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran. 
 

(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran atas 
penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
(3) Penggunaan Satuan Biaya lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), adalah peraturan dan 
ketentuan lain yang dijadikan sebagai dasar 
penetapan satuan biaya selain Lampiran I 

Peraturan Bupati ini. 
 

(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 
 KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan 

Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar 
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 yang terakhir 
dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor…..   Tahun 

2016 tentang Perubahan Pertama atas peraturan 
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar 
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak 

berlaku. 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Seruyan. 

 
  

 Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 4 Nopember 2016                   
 

BUPATI SERUYAN, 
 

ttd 
 

SUDARSONO 

Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 7 Nopember 2016                       
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN, 

 

             ttd 
 

       HARYONO 

 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 30 




